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ABSTRAK 
 

Penjatuhanxsanksi merupakanxinstrumen kewenangan untuk menguatkan 
berlakunyaxsuatu norma danxmenjadi acuan utamaxdalam pencegahan serta pemberantasan 
tindakan-tindakanxyang melanggarxberlakunya suatuxnorma. Denganxadanya penjatuhan sanksi 
tersebutxtujuan supaya anakxtersebut bisa berbaurxkembali terhadapxmasyarakat bisa tercapai. 
Double track systemxmerupakan sistemxduaxjalurxmengenai sanksi dalam hukumxpidana, yaituxsanksi 
pidanaxdan jenisxsanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaanxantara sanksixpidana 
danxsanksi tindakanxsering agak samar, namunxdixtingkat ide dasar keduanyaxmemiliki 
perbedaanxmendasar, di mana sanksi pidanaxbersumber pada idexdasarx”mengapa diadakan 
pemidanaan”. Tujuan dalam penelitianxini adalah: (1)xUntuk mendeskripsikanxpenerapan 
sanksixpidana dan tindakan terhadapxanak yangxmelakukan tindakxpidana.x(2) Untuk 
mendeskripsikanxpertimbangan hukumxhakim dalamxmenjatuhkan sanksixpidana dan 
tindakanxterhadap anak yang melakukanxtindak pidana. 

Kesimpulanxhasil penelitianxini adalah: (1)xPenerapan sanksixpidana dan tindakan 
terhadapXanak yangXmelakukan tindakXpidana pada 2Xputusan pengadilanXyakni Nomor 
08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mrs telahXsesuai denganXketentuanXpada Pasal 71 ayat 1 huruf e 
yakniXPenjatuhan SanksiXPidana yang berupaXpenjara selama 7Xbulan dan Putusan Nomor 
114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs telahXsesuai denganXketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 
ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yangXberupaXpengembalian kepada orangXtua 
dalamXUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) 
PertimbanganXhukum hakim dalamXmenjatuhkan sanksi pidana dan tindakanXterhadap anak 
yangXmelakukan tindakXpidana pada 2 putusan PengadilanXNomor 
08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs danXPutusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs adalah 
dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, sertaXketeranganXsaksi dan 
keterangan terdakwaXyang salingXbersesuaian ditambah 
denganXkeyakinanXhakim.MenurutxPenulisxhakimxmenjatuhkanxpidanaxterhadapxanakxdenganxt
ujuanxpemidanaanxuntukxmemberikanxefekxjeraxterdakwaxdanxagarxterdakwaxtidakxmengulangi
xperbuatannyaxlagi. 
Kata Kunci: Sanksi pidana, tindakan, sistem peradilan pidana anak. 

 
ABSTRACT  

 
Sanction fallout represent the power appliance to strengthen to to go into effect a norm and to prevent and 

also fight against the action bothering to go into effect a norm. Target which wish reached from sanction fallout to child 
to be the child can be mixed return to society. Double Track system represents the system two band concerning 
sanction in criminal law that is sanction of crime and type of action sanction. Even if in practice, difference between 
sanction of crime and action sanction often rather hazy, but elementary idea storey; level both owning elementary 
difference, whereabouts crime sanction coming from the elementary idea "why performed by crime". Target in this 
research is: (1) For the describe of applying of sanction of crime and action to child conducting doing an injustice. (2) 
For the describe of consideration punish the judge in knocking down sanction of crime and action to child conducting 
doing an injustice. 

Conclusion of result of this research is: (1) Applying of sanction of crime and action to child conducting 
doing an injustice at 2 justice decision namely Number 08/Pid.Sus Anak/2014/Pn.Mrs have pursuant to Section 
71 article 1 letter e namely Fallout of Crime Sanction which is in the form of prison during 7 month; moon and 
Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs have pursuant to Section 69 Article 2 and Section 82 
article 1 letter a namely Action Fallout which is in the form of return to parent in Number Law 11 Year 2012 

mailto:ekosusanto@gmail.com


Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022     ISSN : 2301-7295  
e-ISSN : 2657-2494 

  

  Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

131 

About System Of Judicature of Child Crime. (2) Consideration punish the judge in knocking down sanction of crime 
and action to child conducting doing an injustice at 2 decision of Number Justice 
08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs and Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs is fulfilled of all 
section elements in assertion, and also boldness of eyewitness and defendant boldness which each other correspond 
added with the judge confidence. According to Judge Writer knock down the crime to child with an eye to crime to give 
the effect discourage the defendant and to be defendant do not repeat its deed again. 
Keyword: Crime sanction, action, system of judicature of child crime. 

 
A. PENDAHULUAN 

Konsep Retorative Justice dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang menjadi ruh 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
menghindarkan anak dari proses peradilan 
menjadi “Kekeluargaan”. Seluruh penegak 
hukum wajib memprioritaskan diversi dalam 
semua tahapan sistem peradilan, sehingga 
tindakan penahanan terhadap anak selama 
menunggu sidang merupakan pilihan terakhir 
serta memperbanyak pilihan bagi para 
penegak hukum dan mendorong penggunaan 
praktik keadilan restoratif yang bisa dilakukan 
oleh masyarakat sendiri.1 

Diversi harus konsisten dilakukan 
pada setiap tahapan. Mulai dalam proses 
penyidikan pada Penyidik Polisi, jika gagal 
maka akan dilanjutkan pada tahap P21. 
Ketika sudah dilimpahkan pada Kejaksaan 
dilakukan lagi diversi, jika gagal lagi maka 
dilanjutkan pada proses pengadilan. Hakim 
sebelum memulai persidangan harus 
mengawali dengan tahapan diversi yang bisa 
dilaksanakan di ruang mediasi, jika gagal 
maka barulah proses persidangan 
berlangsung.2 

Hakim dalam memutuskan perkara 
anak pun, harus tetap mengedepankan bahwa 
anak tidak boleh dipidana, sehingga jika 
terpaksa dalam semua tahapan diversi tidak 
mencapai kata sepakat, maka hakim dalam 
memberikan putusan pidana terhadap anak 
pidana akan mengambil pilihan terakhirnya 
yaitu pidana bersyarat. Diharapkan, anak 
pidana walaupun tetap mendapatkan putusan 
pidana, dia tetap dapat memperoleh 
perlindungan, seperti perlindungan psikisnya 
yakni tidak dipenjara, dan fisik 
pertumbuhannya yakni dia tetap dapat 
bersekolah dan bersama dengan teman-teman 
sebayanya. Ketidakhadiran anak pidana dalam 
pembimbingan, membuat PK Anak 

                                                 
1http://e-

journal.uajy.ac.id/6607/2/HK110253.pdf., diakses 13 
November 2019. 

2http://pn-bangil.go.id/data/?p=207., 
diakses 13 November 2019. 

memberikan sanksi baik secara administratif 
maupun lisan. Ketidakhadiran tersebut 
merupakan penyelewengan putusan pidana 
bersyarat yang seharusnya klien laksanakan. 

DitinjauXdari aspekxyuridis maka 
pengertianX“Anak”Xdimata hukum positif 
IndonesiaXLazim diartikanXsebagai orang 
yangXbelum dewasaX(minderjaring/person 
under age), orangXyang diXbawah umur atau 
keadaan di bawah umur 
(minderjarigheid/inferiority)Xatau kerap disebut 
sebagaiXanak yang di bawah pengawasan wali 
(minderjarige ondervoordij).3 PengertianXanak itu 
sendiri jikaXkita tinjauXlebih lanjutXdari segi 
usia kronologisXmenurut hukum dapat 
berbeda-bedaXtergantung tempat,Xwaktu 
dan untuk keperluanXapa,Xhal ini juga akan 
mempengaruhiXbatasan yang digunakan 
untuk menentukanXumur anak. 

Penjatuhanxsanksixmerupakan alat 
kekuasaanxuntukxmenguatkan berlakunya 
suatuxnormaxdan untuk mencegah serta 
memberantasxtindakan tindakan yang 
mengganggu berlakunya suatuxnorma. 
Tujuanxyangxinginxdicapai dari penjatuhan 
sanksiXterhadap anakXadalah agar anak 
tersebutXdapat berbaurXkembali terhadap 
masyarakat. DoubleXXXXtrackXXXsystem 
merupakanxsistem duaXjalurXmengenai 
sanksixdalam hukumxpidana, yaitu sanksi 
pidanaxdan jenis sanksixtindakan. Sekalipun 
dalamxprakteknya, perbedaan antaraxsanksi 
pidana dan sanksi tindakanxsering agak 
samar, namunxdi tingkat ide dasar keduanya 
memiliki perbedaanxmendasar, di mana 
sanksi pidanaxbersumber padaxide dasar 
”mengapaXXXdiadakanXXXpemidanaan”, 
sedangkanXsanksiXtindakanXbertolak dari 
ide dasarX”untukXXXapaXXXdiadakan 
pemidanaan itu”.4 

                                                 
3 Lilik Mulyadi, 2015, Pengadilan Anak di 

Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 13. 
4 M. Sholehuddin, 2014, Sistem Sanksi 

dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, h. 17. 

http://e-journal.uajy.ac.id/6607/2/HK110253.pdf
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Khusus mengenai sanksi terhadap 
anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur 
Anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 
kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya 
dikenai tindakan, sedangkan bagi 
AnakXyangXtelahXmencapaiXumurXX14 
(empat belas)XtahunXsampaiXdengan 18 
(delapan belas)XtahunXXdapatXXdijatuhi 
tindakan dan pidana. 

Mengingatxciri danxsifat yangxkhas 
padaxAnak danxdemi pelindungan terhadap 
Anak, perkaraxAnak yang berhadapan 
dengan hukum wajibxdisidangkan di 
pengadilanxpidana Anak yangxberada di 
lingkunganxperadilan umum. Proses 
peradilan perkaraxAnak sejak ditangkap, 
ditahan, dan diadilixpembinaannya wajib 
dilakukan olehxpejabat khusus yang 
memahamixmasalahxanak. 

Jikaxharusxdilakukan proses hukum 
terhadapxanakxmakaxtentunya kurang adil 
jika kepadaxterdakwaxanak diberlakukan 
proses hukumxyangxsama dengan terdakwa 
dewasa. Begituxjugaxdengan pidana yang 
nantinyaxakan dijatuhkanxkepada anak, 
tentunya sangatxtidakxadil jikaxpidana yang 
harusxdijalani samaxdengan pidana terdakwa 
dewasa. Apalagixmengingat bahwa 
anakxmerupakan penerusxcita-cita 
perjuanganxbangsa, sehingga dalam 
menanangani tindakxpidana yang dilakukan 
oleh anak, harus betul-betul memperhatikan 
kepentingan danxmasaxdepan anak. 

Olehxkarena itu, melaluixPasal 103 
KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan 
lain yang menurutxundang-undang selain 
KUHP dapat dipidanaxsepanjang undang-
undang ituxbertalian dengan masalah anak 
dan tidakxbertentanganxdengan ketentuan 
KUHP (lex specialis derogat legi generali). 

Berkaitanxdengan halxtersebut di 
atas yang dalam kenyataanxhakim dalam 
menjatuhkanxputusan kadang-kadang tidak 
sesuai denganxperaturan perundang-
undanganxyangxberlaku. Akibatnya dapat 
merugikanxbagi diri sixpelaku, terutama 
dalam menjatuhkanxputusan terhadap anak 
yang seharusnya mendapatkan 
perlindunganxdan perhatianxkhusus untuk 
terus tumbuh danxberkembang sebagai 
generasi penerusxbangsa, dalam konteksnya 
seringxdianggapxtidak adil bagi anak. 

 

B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian kualitatif di mana data-data yang 
diajukanxdalamxpenelitian ini dijadikan 
bahan sekunderxuntuk menunjukkan 
penerapan sanksixpidanaxdan tindakan 
terhadap anak yangxmelakukan tindak pidana 
danxpertimbanganxhukum hakim 
dalamxmenjatuhkanxsanksi pidana dan 
tindakan terhadap anakxyangxmelakukan 
tindak pidana.  

Penelitian ini bersifat yuridis 
normatifxdan yuridisxempiris dengan 
mengkajixsederetanxpengetahuan peraturan 
hukumxmengenai ketentuan-ketentuan yang 
berhubunganxdengan penerapan sanksi 
pidanaxdanxtindakan terhadap anak 
menurutxUU No.11xtahunx2012 tentang 
SistemxPeradilanxPidanaxAnak. Jadi 
penelitianxini dilakukan berdasarkan 
sumberxdata sekunderxdan bahan hukum 
primer sertaxbahanxhukum sekunder. 
2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang 
digunakanxadalah dalamxpenelitian ini 
adalahxpendekatanxdeskriptif analisis, di 
manaxpenelitian inixberusaha untuk 
menggambarkan fakta-fakta yang 
menunjukkanxpenerapanxsanksi pidana dan 
tindakanxterhadap anakxyang melakukan 
tindakxpidana danxpertimbangan hukum 
hakimxdalam menjatuhkanxsanksi pidana 
danxtindakan terhadap anak yang 
melakukanxtindak pidana. 
3. Sumber Data  

Sumberxdata yang digunakan dalam 
penelitian inixadalah:  

a. Dataxprimer, yakni data yang 
dikumpulkanxlangsung oleh peneliti 
yangxdiperoleh dilapangan melalui 
wawancaraxdenganxpihak-pihak terkait.  

b. Dataxsekunder, yakni data yang 
diperolehxmelalui studi pustaka berupa 
buku-buku, dokumen, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah, 
literaturxdari internetxdan lain-lain, 
yangxberhubungan dan menunjang 
dalam penulisan ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data  
DalamXsuatu penelitian, termasuk 

penelitianXhukum, teknikXpengumpulan 
dataXmerupakan salahXsatu tahapan dalam 
prosesXpenelitian danXsifatnya mutlak untuk 



Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022     ISSN : 2301-7295  
e-ISSN : 2657-2494 

  

  Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

133 

dilakukanXkarenaxdataxmerupakan elemen-
elemenxpentingXyangxmendukung 
suatuXpenelitian.xTeknikXyangxdigunakan 
untuk mengumpulkanxdata-data dilakukan 
dengan duaxcara yakni:  

a. Penelitianxlapangan (field research). 
Penelitianxyang dilaksanakan dengan 
turunxlangsungxke lokasi penelitian 
untuk mengadakan pengamatan 
langsung.xMetode inixmenempuh dua 
caraxyaitu:  

1) Wawancaraxlangsung dengan hakim 
yangxpernah menangani perkara 
tindak pidanaxyangxdilakukan oleh 
anak.  

2) Dokumentasixyaitu menelusuri data 
berupa dokumenxdan arsip yang 
diberikanxoleh pihak terkait.  

b. Penelitian kepustakaan (library research) 
penelitian dilaksanakan 
denganxmengumpulkan, membaca, dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, 
dokumen, peraturan perundang-
undangan,xkarya ilmiah,xliteratur dari 
internet dan lain-lain, yang 
berhubunganxdan menunjang dalam 
penulisanxini. 

5. Metode Analisis Data  
Analisa data adalah proses 

pengorganisasianxdan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategorixdan satuan uraian 
dasarxsehingga sehinggaxdapat ditemukan 
tema danxdapat dirumuskanxhipotesis kerja 
sepertixyang disarankan oleh data.  

Dataxyang diperoleh baik primer 
maupunxsekunder diolahxterlebih dahulu 
kemudianxdianalisis secaraxkualitatif dan 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahanxyang eratxkaitannya 
dengan penelitianxini, kemudianxmenarik 
suatu kesimpulanxberdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
C. HASIL PENELITIAN  
1. Penerapan Sanksi Pidana dan 

Tindakan terhadap Anak yang 
Melakukan Tindak Pidana  

Kasus anakxyang dibahas oleh 
penulisxyakni kasusxanak yang dijatuhi 
SanksixPidana dalamxStudi Kasus Putusan 
Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kdr. 
dan kasusxanak yangxdijatuhi Tindakan 

dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 
02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. 

a. PutusanxPengadilan Nomor 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kdr. Memperhatikan 
Pasal 287 ayat (1) KUHx Pidana, 
Undang-UndangxNomor 11 Tahun 2012 
Tentang SistemxPeradilan Pidana Anak 
serta peraturan perundang-undangan 
lainxyang berkaitan dengan perkara. 

b. Putusan Pengadilan Nomor 
02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. Mengingat 
dan memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) 
Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1981 
Tentang HukumxAcara Pidana, Pasal 82 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 
2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 TentangxSistem Peradilan 
PidanaxAnak sertaxperaturan lain yang 
bersangkutan. 

Hakimxdalam pemeriksaan perkara 
pidanaxberusaha mencari dan membuktikan 
kebenaranxmateril berdasarkanxfakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta 
berpegangxteguh pada apa yang dirumuskan 
dalam suratxdakwaan penuntut umum. 

Berdasarkan putusan yang 
dibacakanxoleh Hakim dalamxpersidangan 
pembacaanxputusan, ini telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Undang-UndangxNomor 11 Tahun 2012 
TentangxSistem Peradilan Pidana Anak, 
bahwaxterhadap anak yangxterbukti secara 
sah danxmeyakinkan melakukan tindak 
pidanaxdan memenuhi semuaxunsur-unsur 
yangxdidakwakan oleh jaksa, maka terhadap 
anak tersebutxdapat dijatuhi salah satu 
sanksixsebagaimana yang disebutkan pada 
Pasal 71 mengenaixsanksi pidana dan Pasal 
82 mengenai tindakan 

Putusan Pengadilan Nomor 
01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr. 
menjatuhkanxSanksi PidanaxPenjara yakni 7 
bulanXterhadap terdakwaXtelah sesuai 
denganXketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e 
UU SPPA, dan PutusanXPengadilan Nomor 
Nomor: 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. 
menjatuhkanXSanksi Tindakan terhadap 
terdakwaXyakni Mengembalikan Kepada 
OrangXTuanya jugaXtelah sesuai dengan 
ketentuanXPasal 82 ayatX1 huruf a UU 
SPPA. 

Bahwa perbuatan yang dilakukan 
olehXtersangka cukup bukti dan memenuhi 
unsurXtindak pidanaXpencurian. Setelah di 
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lakukan proses penyidikan, diketahui 
tersangkaXmerupakan anak di bawah umur. 
Sehingga penyidik dalam proses penyidikan 
perkara tersebut menggunakan Sistem 
PeradilanXPidana Anak (SPPA) yang 
mengedepankan ”restorative justice sistem”. 
KarenaXusia tersangka masih di bawah 
18Xtahun danXancaman hukuman dalam 
perkaraXini tidak lebih 5 tahun, maka 
penyidikXmelakukan upaya diversi dan 
penyidik hal iniXsudah mengajukan 
permohonanXpenetapan diversi. Penyidik 
sudah mendapatkanXpenetapan diversi dari 
Pengadilan NegeriXKota Kediri yang 
digunakanXpenyidik untuk penghentian 
perkaraXtersebut (SP3). 

DalamXmenjatuhkan sanksi pidana 
dan tindakan terhadap anak dilarang 
melanggarXharkat danXmartabat anak. Oleh 
karenaXitu, perananXHakim sangat penting 
karenaXsanksi yang dijatuhkan 
diharapkanXdapat memperbaiki diri dan 
dapat membuatXefek jera agar anak tidak 
mengulangiXperbuatan yang dilakukan di 
masa yangXakan datang. 

 
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam 

Menjatuhkan Sanksi Pidana dan 
Tindakan terhadap Anak yang 
Melakukan Tindak Pidana  

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
Putusan Nomor 01/Pid.Sus- 
Anak/2020/PN.Kdr. 

Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan 
fakta-faktaXhukum tentang perbuatan Anak 
AHMAD MARZUQI sebagaimana 
dikemukakanXdi atas dariXketerangan saksi-
saksi dan keterangan Anak AHMAD 
MARZUQI serta dihubungkan dengan 
barangXbukti yangXdiajukan di muka 
Persidangan, Anak AHMAD MARZUQI 
dapatXdipersalahkan melakukan tindak 
pidana sebagaimanaXdikemukakan oleh 
PenuntutXUmum dalam surat dakwaannya. 

MenimbangXbahwa dari laporan 
Penyidik tanggal 01 April 2019 Nomor: 
LpP/45/IV/2019/Res Kediri Kota tentang 
tindakXpidana pencurian sebagaimana diatur 
danXdiancam dalamXrumusan pasal 362 
KUHP, antara Pelapor dan Terlapor telah 
dicapaiXkesepakatanXDiversi tanggal 10 
Februari 2020 dengan ketentuan bahwa 
kedua belah pihak (Pihak PELAPOR dan 

TERLAPOR) berhasil mencapai 
kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Pihak TERLAPORXbersedia meminta 

maaf kepada KORBAN 
b. Pihak TERLAPORXberjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya 
c. Pihak TERLAPOR 

dihauruskan/diwajibkan mengikuti 
program rehabilitasi sosial di 
BRSAMPKX(Balai Rehabilitasi Sosial 
Anak yangXMemerlukan Perlindungan 
Khusus) ANTASENA MAGELANG 
selama 3 (tiga) bulan. 

d. PELAPOR danXPIHAK KORBAN 
setuju untuk tidakXmeneruskan proses 
penyidikanXtindak pidana pencurian 
TERLAPOR sebagaimana Laporan 
Polisi Nomor: LP/48/IV/2019/Polres 
Kediri Kota,Xtanggal 01 April 2019. 

e. Orang tua TERLAPOR bersedia 
memberikanXsantunan/biaya ganti rugi 
kepada koraban sejumlah Rp.7.000.000,- 
(tujuh juta rupiah). 

2. PertimbanganXHukum Hakim dalam 
Putusan Nomor 
02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. 

Terdakwa telah didakwa oleh 
PenuntutXUmumXdengan dakwaan tunggal 
sebagaimana diaturXdalam Pasal 368 ayat (2) 
KUHP, Undang-Undang Rl Nomor 11 
TahunX2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak,XUndang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang HukumXAcara Pidana 
(KUl'lAP), danXPeraturan perundang-
undanganXlainXyang besangkutan. 

BahwaXdengan terpenuhinya semua 
unsurXyang terkandungXdalam pasal 82 
Undang-undangXNomor 23 tahun 2002 
makaXterbuktilah semuaXunsur dalam pasal 
82XUndang-undang Nomor 23 tahun 2002 
makaXdengan demikian Hakim 
berkesimpulanXbahwa dakwaan penuntut 
umum terhadapXdiri terdakwa melanggar 
pasal 82XUndang-undang Nomor 23 tahun 
2002Xtelah terbuktiXsecara sah menurut 
hukumXdan Hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwaXtelah terbukti bersalah 
melakukanXtindak pidana sebagaimana yang 
dimaksudXdalam dakwaan tunggal 
penuntutXumum. 

MeskipunXterdakwa telah terbukti 
melakukanXtindak pidana sebagaimana yang 
telah didakwakan penuntut umum, di 
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manaXseharusnya hukuman kepada 
terdakwaXdiperberat namun mengingat 
terdakwaXyang masihXberstatus anak dan 
kasus iniXberada dalam sistem nilai 
peradilanXanak diXmana di satu sisi 
terdakwaXsebagai pelaku tindak pidana yang 
dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi 
lainXjuga sebagai korban atau objek dalam 
prosesXperadilan anak, maka tanpa 
bermaksud mengabaikanXkeadaan korban 
akibat perbuatanXpidana yang telah 
dilakukan terdakwa terhadapnya. 

Pengambilan keputusan sangat 
diperlukanXoleh hakim dalam menentukan 
putusanXyang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. HakimXharus dapat mengelola dan 
memprosesXdata-data yang diperoleh selama 
prosesXpersidangan dalam hal ini bukti-
bukti,Xketerangan saksi, pembelaan, tuntutan 
jaksa penuntutXumum serta laporan 
penelitian pembimbing kemasyarakatan 
maupun muatan psikologis baik hakim dan 
terdakwa. Sehingga keputusanXyang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa dapatXdidasari 
oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, 
dan profesionalisme. 

HakimXmenjatuhkan Sanksi Pidana 
terhadap anak mempertimbangkan keadaan 
yangXmemberatkan danXkeadaan yang 
meringankanXterdakwa, kemudian dalam 
memutuskanXmenjatuhkan pidana terhadap 
anak bukanXmerupakan wujud pembalasan 
dendam kepada Anak tetapi untuk 
mengingatkanXbahwa perbuatan yang telah 
dilakukan oleh AnakXadalah melanggar suatu 
ketentuan Undang-Undang, agar dikemudian 
hariXanak bertanggung jawab pada 
perbuatannya danXdiharapkan tidak 
akanXmengulangi lagiXperbuatannya serta 
kembaliXmenjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawabXbagi diri sendiri, 
keluargaXdan lingkungannya. 

Sedangkan dalam pertimbangan 
hakimXmenjatuhkan Tindakan terhadap 
anakXyang menyebutkan bahwa meskipun 
terdakwa telahXterbukti melakukan tindak 
pidana sebagaimanaXyang telah 
didakwakanXpenuntut umum, di mana 
seharusnyaXhukuman kepada terdakwa 
diperberat namunXmengingat terdakwa yang 
masih berstatusXanak yang berumur 13 
tahunXdan kasusXini berada dalam 
sistemXnilai peradilanXanak di mana di satu 
sisiXterdakwa sebagaiXpelaku tindak 

pidanaXyang dimintai pertanggungjawaban 
pidana, di sisi lainXjuga sebagai korban atau 
objekXdalam prosesXperadilan anak, maka 
tanpaXbermaksud mengabaikan keadaan 
korbanXakibat perbuatan pidana yang 
telahXdilakukan terdakwa hakim 
berkesimpulan agar terdakwa Dikembalikan 
kepada keduaXorang tuanya untuk dibina. 

hakim menjatuhkan tindakan kepada 
anakXmempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan danXhal- hal yang 
meringankanXterdakwa, kemudian merujuk 
padaXpasal 71 ayatX(4) Undang-undang 
Nomor 11XTahun 2012Xyang menyatakan 
agar pidanaXyang dijatuhkanXkepada Anak 
dilarang melanggar harkat dan martabat 
Anak,Xpasal 69 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 11XTahun 2012 yang 
menyatakanXanak yangXbelum berusia 14 
(empat belas) tahunXhanya dapat dikenai 
tindakanXdan asas sistemXperadilan anak di 
antaranya Kepentingan terbaik bagi anak dan 
perampasan kemerdekaan dan 
pemidanaanXsebagai upaya terakhir 
sebagaimana dimaksudXdalam pasal 2 huruf 
d dan i Undang-undangXNomor 11 Tahun 
2012, sertaXmengingat anak tersebut masih 
belum memahamiXdan mengerti tentang 
apaXyang telah dilakukannya sehingga orang 
tuaXsebagai orang terdekat terdakwa 
diharapkanXkedepannya dapat mendidik, 
membinaXdan mengawasi terdakwa 
lebihXsungguh-sungguh lagi agar 
terdakwaXkedepannya bisa menjadi anak 
yang lebih baik dalamXsegala hal dan tidak 
melanggar hukum lagi. 

 
D. Kesimpulan 

a. Penerapan sanksiXpidana dan tindakan 
terhadapXanak yangXmelakukan tindak 
pidana pada 2 putusan pengadilan yakni 
Nomor 01/Pid.Sus- 
Anak/2020/PN.Kdr. 
menjatuhkanXSanksi Pidana Penjara 
yakni 7 bulanXterhadap terdakwa telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 
huruf e UU SPPA, dan Putusan 
Pengadilan Nomor Nomor 
02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. menjatuhkan 
SanksiXTindakan terhadap terdakwa 
yakni MengembalikanXKepada Orang 
Tuanya jugaXtelah sesuai dengan 
ketentuanXPasal 82 ayat 1 huruf a UU 
SPPA. 
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b. Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkanXsanksi pidana dan 
tindakan terhadapXanak yang melakukan 
tindak pidana pada 2 putusan Pengadilan 
Nomor 01/Pid.Sus- 
Anak/2020/PN.Kdr. dan Putusan 
Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. 
adalah denganXterpenuhinya semua 
unsur-unsur pasalXdalam dakwaan, serta 
keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa yangXsaling bersesuaian 
ditambah dengan keyakinan hakim. 
Selain ituXdalam menjatuhkan pidana 
dan tindakan hakimXterlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkanXdan yang meringankan. 
Menurut hakimXmenjatuhkan pidana 
terhadap anak dengan tujuan pemidanaan 
untuk memberikan efek jeraXterdakwa 
danXagar terdakwa tidak mengulangi 
perbuatannya lagi serta untuk mendidik 
terdakwa agar menyadariXperbuatannya 
maka sanksi pidana yangXdijatuhkan 
oleh hakim menurutXpenulis 
adalahXsudah tepat, namunXharus tetap 
memperhatikan hak-hak danXkebutuhan 
anak selama menjalani prosesXhukuman 
sehingga kelak setelah menjalani proses 
hukuman, anakXdapat memperbaiki diri 
dan tidak akan mengulangi perbuatannya. 
KemudianXhakim yang memutuskan 
memberikan tindakan terhadapXanak 
berupa pengembalian kepadaXorang tua 
untuk dibina, menurut penulisXsudah 
tepat karena mengingatXanak tersebut 
masih berumur 13 tahun yang dipandang 
belumXmemahami dan mengerti tentang 
apa yangXtelah dilakukannya 
sehinggaXorang tua sebagai orang 
terdekat terdakwa diharapkan 
kedepannyaXdapat mendidik, membina 
dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-
sungguhXlagi agar terdakwa kedepannya 
bisaXmenjadi anak yang lebihXbaik 
dalam segalaXhal dan tidak melanggar 
hukum lagi. 

Saran dalam peelitian ini yaitu: 

a. Diharapkan kepada aparat penegak 
hukum agarXmemperhatikan ketentuan 
aturan yang diberlakukan kepada 
terdakwa yang dalam hal ini 
dikategorikanXsebagai anak, dalam hal 
penjatuhanXsanksi lebih ke arah 
pendidikan danXpembangunan karakter 

terhadap anakXsehingga ancaman- 
ancaman pidana penjara menjadi 
alternatifXterakhir dalam memberikan 
sanksiXbagi anak. 

b. Diharapkan kepada para orang tua agar 
lebihXmeningkatkan kewaspadaan dan 
pengawasan kepadaXanaknya karena 
seringnyaXterjadi tindak pidana yang 
tidak terdugaXkarena adanya 
kesempatan, danXjuga para orang tua 
lebih mengutamakan pendidikan anak 
agar kelakXanak tersebut tidak akan 
terjerumus kepada hal-hal yang negatif. 

c. Diharapkan agar masyarakat dan 
pemerintahXbersedia menerima dan 
membantu mengawasi terdakwa 
ditengah-tengah kehidupan mereka 
setelah prosesXhukumnya selesai, dengan 
tujuanXmencegah terdakwa yang telah 
dipidana agar iya tidak mengulangiXlagi 
kejahatan pada umumnya danXperbuatan 
yang sama pada khususnya, sesuai 
dengan tujuan pemidanaan yang bersifat 
memperbaiki diri terdakwa. 
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